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P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat

kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx,  disebut sebagai

Pemohon;;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan

register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 18 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323/46/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014;  
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal

di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai

dengan berpisah;  

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon   berstatus Jejaka dan

Termohon berstatus Perawan;  

4. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah

bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang  anak  yang  bernama:  Muhammad  Al  Bais  bin  Jupi  Mega  Sakti,  NIK.

1672011410150001, lahir di Pagar Alam, tanggal 14 Oktober 2015, pendidikan terakhir

TK, Sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon; 

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang

menjadi penyebabnya adalah: 

5.1 Termohon  memiliki  sifat  keras  kepala  sehingga  setiap  kali  dinasihati

oleh Pemohon,  Termohon selalu membantah; 

5.2 Termohon kurang memiliki  keperdulian terhadap Pemohon dan anak     

          Pemohon; 

5.3 Termohon kurang memiliki  hubungan baik  dengan keluarga Pemohon  

sehingga kerap menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon; 

6. Bahwa, pada bulan Agustus 2020 Pemohon baru mengetahui  bahwa ternyata

Termohon  memiliki  sakit  gangguan  mental  yang  sulit  dikendalikan  sehingga

mengakibatkan  Termohon  sering  mengamuk  dengan  melakukan  kekerasan  fisik

terhadap Pemohon dan merusak barang-barang dirumah, adapun Pemohon telah

berusaha  untuk  melakukan  pengobatkan  terhadap  Termohon,  namun  tidak

membuahkan hasil;  

7. Bawah,  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 02 September 2020 disebabkan

pada saat Pemohon pulang dari acara hajatan dan Pemohon mendapati Termohon

sedang kambuh atas sakitnya dan sulit untuk dikendalikan sehingga Pemohon meminta

pertolongan orang tua Pemohon untuk mengantar Termohon pulang kerumah orang tua

Termohon, dikarenkan Termohon menolak jika Pemohon yang mengantar, akhirnya

sejak kejadian tersebut Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahakan rumah
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tangganya dengan Termohon dan telah berpisah sampai sekarang telah berlangsung

selama 3 tahun 10 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;  

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak

sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon

sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka

jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang

Pengadilan Agama Pagar Alam;  

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini

berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar

Alam;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap

sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil  atau kuasanya yang sah,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini  diperiksa tanpa

hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim

Tunggal;

Bahwa terhadap  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  upaya  mediasi  sesuai

dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun

2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim Tunggal
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telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara

menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha mencarikan jalan keluar secara

kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  oleh  karena  Termohon  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  jawaban  Termohon  atas  permohonan  Pemohon  tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti

surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi

Sumatera Selatan,  Nomor 0323/46/X/2014 Tanggal  20 Oktober  2014.  Bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx,

bertempat tinggal di Jl Kopral Kadir RT 09 Rw 003, xxxxxxxxx xxxxx xxxx Utara, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena saksi  adalah Ibu

Kandung Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa setelahmenikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah

orang tua Pemohon yang, sampai dengan berpisah; 

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa saksi tau kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah

tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran

yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun

2020

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena

Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga setiap kali dinasihati oleh Pemohon

dan  Termohon  kurang  memiliki  keperdulian  terhadap  Pemohon  dan  anak

Pemohon; 

- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar saat terjadi perselisihan

dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang

telah berlangsung selama 3 tahun

- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan

keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit

dipertahankan; 

- Bahwa tidak ada, sudah cukup; 

Saksi 2, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx

xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, Pandji RT 12 Pagar

Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik

Kandung Pemohon ; 

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa setelahmenikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah

orang tua Pemohon yang, sampai dengan berpisah; 

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 500

Meter:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa saksi tau kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga keduanya sudah

tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran

yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun

2020:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena

Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga setiap kali dinasihati oleh Pemohon
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dan Termohon kurang memiliki keperdulian dan tidak hormat terhadap orang tua

Pemohon:

- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar saat terjadi perselisihan

dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang

telah berlangsung selama 3 tahun:

- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan

keduanya anamun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit

dipertahankan; 

- Bahwa tidak ada, sudah cukup; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan

membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan

mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan

mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana permohonan Pemohon,

maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  perubahan  pertama Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang

secara mutlak memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat

keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang

dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah

pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu
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keduanya mempunyai  kualitas (legal  standing/kedudukan hukum) sebagai  pihak-pihak

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

kuasanya,  Oleh  karena  itu  Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir dan  perkara  ini

dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  telah  dinyatakan  tidak  hadir,  dan

permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa

dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa dengan  ketidakhadiran Termohon di  persidangan sehingga

mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan

ayat  2  huruf  (b),  selanjutnya perkara  ini  dapat  diperiksa  dan diputus  tanpa hadirnya

Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana  ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-

sungguh  mendamaikan  Pemohon  secara  sepihak  dengan  cara  menasihatinya  agar

mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi

maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1)

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,  kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  dalam  pokok  permohonannya,  Pemohon  mengajukan

permohonan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

terjadi  pertengkaran  yang  disebabkan  karena Termohon  memiliki  sifat  keras  kepala

sehingga setiap kali dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah, Termohon

kurang perhatian kepada Pemohon dan anak serta Termohon memiliki hubungan yang

kurang harmonis dengan keluarga Pemohon akibatnya Pemohon Termohon pulang ke

rumah orang tua Pemohon Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama

kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan

Termohon  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri Dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon
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sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terakhir

bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 

Menimbang,  bahwa  alasan  Pemohon  tersebut  secara  yuridis  bersandar  pada

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak harmonis sehingga telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan

tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai

dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya

tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka  Pemohon  tetap

diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat

bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos

(nazegelen), sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Tersebut diatas, maka alat

bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2014, relevan dengan

dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober

2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan

SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan

keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi

secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

dibuktikan oleh Pemohon serta  tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi
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tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti  tertulis  dan

keterangan  para  saksi,  Hakim  Tunggal  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum  yang

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan  pernikah  pada

tanggal 20 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama KUA Pagar Alam Utara xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Selatan sesuai

dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pagar Alam Utara xxxx xxxxx xxxx

Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0323/46/X/2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun

dan telah dikaruniai seorang anak dan saa ini anak tersebut berada dalam asuhan

Pemohon.;

3. Bahwa sejak ... antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras kepala

sehingga  setiap  kali  dinasihati  oleh  Pemohon,  Termohon  selalu  membantah,

Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak serta Termohon memiliki

hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3

(tiga) tahun lebih ;

5. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  dan  merukunkan

Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Hakim  Tunggal

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

(Pasal 19 huruf f)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan

Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara
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suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam

Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan

Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 terikat dalam

perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa yang dimaksud  dengan ungkapan “terus-menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”  dalam  Pasal  tersebut,  terdapat  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk

terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun;

3. Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah

identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi

perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling

percaya dan saling melindungi,  dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan

Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lebih, meskipun saksi kedua tidak melihat

langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saksi kedua

mengetahui bahwa Termohon biasa bermalas-malasan di rumah sehingga Pemohon harus

mencari  pekerjaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi  pertama maka terbukti

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus yang disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga setiap kali

dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah, Termohon kurang perhatian kepada

Pemohon dan anak serta Termohon memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan

keluarga Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga,

dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa

akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon

telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga
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agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah

tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun,

dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah

cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim Tunggal juga telah

berupaya menasihati Pemohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan

Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga

juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang

kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang,

apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka

Hakim Tunggal  dapat  menarik  suatu  kesimpulan bahwa unsur  “terus-menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga” telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut  di  atas,  maka dapat

dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pecah  (broken

marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali,

mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak

mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal

berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu

mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran  sesuai  dengan  yurisprudensi  (putusan  Mahkamah  Agung)  Nomor

38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim Tunggal melihat bahwa akibat

dari  perselisihan dan pertengkaran  yang  menyebabkan pisah tempat  tinggal  tersebut

menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage) telah

hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut

merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,

mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin

antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat

Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan

bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri

telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling

melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi

lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan

alternatif  terakhir  untuk  menyelesaikan  sengketa  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar’I yang

diambil menjadi pendapat Hakim Tunggal dari:

Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإنعزمواالطلقفإناللهسميععليم      
Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan  untuk

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Hakim  Tunggal

berpendapat  bahwa  rumah  tangga  seperti  itu  bukan  saja  tidak  lagi  mendatangkan

kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon

maupun  Termohon,  serta  dapat  membawa  mafsadah  yang  lebih  besar  dari  pada

maslahatnya,  oleh  karena  itu  satu-satunya  jalan  kemaslahatan  bagi  Pemohon  dan

Termohon  dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah

fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya sebagai berikut: 

المفاسدمقدمعلىجلبالمصالح      درء

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan)

kebaikan”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah
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hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup

rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup

bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang

kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah

pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide

Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa

mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian

dalam perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau

setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  termasuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dapat

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Jupi  Mega  Sakti  bin  Birman) untuk

menjatuhkan  talak  satu  ra’I  terhadap  Termohon  (Erti  Puspita  binti  Ramlan)

didepan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sejumlah  Rp.825.000,-

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Hakim  Tunggal  Pengadilan  Agama

Pagaralam pada hari  Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal  1

shafar 1446 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

tersebut, dan dibantu oleh Syahrun Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrun Mubarak, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp 80.000,00

-  Panggilan : Rp 675.000,00

-  PNBP : Rp  20.000,00

-  Redaksi : Rp  10.000,00

-  Meterai : Rp             10.000,00  

J u m l a h : Rp 825.000,00

 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
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